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Di tengah kegagapan menghadapi
pardemi Covid- 19, masyarakat
Indonesia hstnu dihadapkan pada
wacana kontroversial tentang pem-
hahasan Rancangan Undang-Un-
dang Haluan Ideologi Pancasila
(RENTHIFL BUU it kini telah masuk
dalam Program Legislast Nasional
{Prolegnas) tahun 2020-2024, de-
nigan status RULY inisiasif DPR.

Beriaitan dengan hal i, realksi
penalaian serumlal pihak, mulai

Pengurys Besar Nzhdlatud Ulama

[PBENUL Pimpinarn Pusat (PP) Mu-

hammadvabh, Maelis Ulama Indo-
pegia (MU Batan Cendekiawan
Mushirn indonesia (1CMI), hingga
wrjurmniah pumawirswan TNI-Polri,
hendaknya sudah cukup menjadi
tandasan herpikir untuk menolak
pembahasan UL tersebur di tingiuat
larjut. Sebaby, RUL HIPini memang
memuat sejumiah poin-poin kon-

tuversial dan memiliki kelemahan

mendasar vang punya implikasi

besar terhadap arah demokrast dan

persatuan bangsa.

Pertama, rehadiran RUU HIF jelas
whan memunculkan ketumpangtin-
dihan {oceriappod) dalun sistem
ketatanegoraan. Sebab, ideolog
Pancasila menipakan landasin
pembentukan Undang-Undang
Dasar (UTID) 1945 atau konstitusi
negara yang melalul RUU HIP ini
pustru diturunkan derajatnya untuk
distur oleh undang-undang, Jelas
ada kekeliruan logika berpikir di
sina. Jika proses inu diteruskan, Pan-
casila tdak lagi menjadi sumber
nitlai-nilal kebangsaan, tetapl jusru
direduksi menjadi aruran-aruran
sekais vang berpotensi memfasilitast
hadirmya monepeli tsir nilai-nital

Pancasila iy sendici. Hal i jika

terjadi, berpotenst memfasilitast

vang pada akhimva akan melegitimast
hadirnye kekuasann yang antikritik
dan tidak demokratis.

Kesleaia, selnin cacatsecara yuridis,
ﬁumﬂ!‘mmmmﬂmm

yangmudah dilibat adalah RUUini
dak memuat Tap MPRS Nomar
XXV/MPRS) 1966 entang Larangan
Ajaran Komunisme/Marsisme, P
dahal, hal itu merupakan landasan
historis dalam merumuskan bagat-
mana Pancasila menjaga ttlk temu
perbedaan, membangun persatuan,
dan menolak kekejaman akibat
penyalahgunaan kekuasaan.
Selama ini, peringatan Hari Ke-
saktian Pancasila harus dimaknai
sehaggi penegubian komimmen bang-
sa untuk menempatkan Pancasila
sehagai dasar negar, pandangan
hidup, dan idealogi yang mempene.
mmtkan berbagal macam perbedain
ideologt. Sementara it, berdasar
(U Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturn Perundang:
undangan, kedudukan Tap MPR
berada dli ats LU Artinya, Ketetapan
MPRS XXV/ 1966 sehanisnya dile-
u&a.lucbagpu;ptdldaﬂiuashndm
hiefarkis, yung menjadi basis pifakan
bagi hadirmys RUU semacan ini.
Ketfga, RUU HIPjuga memuncul-
kan keresahan hesas terutama di
kalangan umat Islam, Yang v_«mﬂﬂh
menciptakan haluan sendif yang
sangat bertolak belakang dengan
pokak-pokak haluan Pancasilayang
selama ind u.iisep&kati para pendiri
bangsa. Bahkan, scjumlah pibak dasi
perwakdlan argartisasi sosial keaga-
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Upaya peneguhan dan _
pengamalan Pancasila .51, ¢ sehatan publik
pada RUU HIP ini justru  danekonomi konomi negara me nenjodi rapuh.
akan menjauhkan diri dari mmmuw
nja an pm*mmmk:ﬂ&dl:
_ y itu sendiri. Selain itu, anfaatmya, RUUind '
AGUS HARIMURT] YUDHOYONO ) - o b ol e
i 3 kontroversi RUU HIP ini wmpm
sepenti PR NU, PP Muham- - “ sar berupa perten Io
madiah MUL hingg (CML g Mengalibkan perhatian o agbicamermbelab asya-
BUUHlPil:t ' e - %Qm;ﬁmm
ni memuarnuansa
eknlarist ot b i yangseharusnyalebih 0y bianuntkokus padaupays
Mw?mdm fokus pada penanganan WWMEM
hadirnya p: ayal ! " hingga kind menunjukkan tren
berbunyi . kenubunanyangberiep,  Pandemi Covie-19, sama sekall, Kesehatan
duyaan... yangseolah mengingkart  Keengpat, adanya upaya memeras. publik dan penyelamatan ekonomi
kesepakatin yang sudali dibuat oleh Pancastiamenjaditisiaatau ekasila  negara lebib urgen dan bermantaat
pendin bangsa, untuk tetapmemegang  juga jelas bertentangan dengan Spirit daripada perdebatan RUU yang tidak
tegguh NKRI berdasar spiritKetuhanan — Pancasilayang seutuhnya. Sebab, hal  relevan seperti HIP in. Karena itu,
Yang Maha Esa. fika ruang diskus ju akan membuat negarainfhanya  seluruh elemen sosial, politk, dan
ini dibiarkan tdak terkendali hingga - berpijak pada pilar sosial dan politk  termasuk ormas keagamaan petiu
menjadi bola liar di akar rarput, — dan berfokus pads lemen kegotangro-  menyatukan langkah dan gagasan.
substansi yang dibawa RUU HIP yongan saja. Perdebatan yang tidak  Upaya itu perlu dilakukan untuk
berpotensi mendorong munculnya — produkaifinihendaknyadibentikan.  mengawasi proses politik legistasi
tmfl!iki:.lmluﬁ. polarisasi sostal- Seharusnya bungsalndonesialebth  di parlemen agar pembahasan-
politik, hingga perpecahan bangsa  fokus pada upaya mengisidanmen-  pembahasan hal fundamental sepert
yang lebih besar. jalankan nilal-nilai Pancasilasecars i dapat dikawal dengan baik. Se-
Parlemen dan pemerintah seha-  nyata, yangdisertal keteladanan para. hingga tidak terjadi prakiik penye-
rusnyu mengambil pelajaran penting  penyelenggaranegaradanketaatan  lundupan pembahasan undang-
dari gejala-gejala polivk yang idak  seluruh warga negara Indonesia  undangyang seolah tercerabut dari
sehatyung sempatmuncul dimasa  dengan tetap membuka ruang — aspirasi publik karena
ﬂwnzl:‘-lﬁﬂerdehan ataubahkansaat  demokrasidan kebebasan pendapat  RUU vang tidak melibatkan publik
P“ a DKI Jakarta (2016) serta  untuk mengingatkan samusamalain - atau bahkan substansinya tidak
pilpres beberapa waktu laly, yang  (checking and balancing). dikehendaki oleh rakyat Indonesia
seolah memfasilitasi hadirnya  Karenaitu, upaya peneguhandan  itusendirt. (*)
m:iﬂmlﬁml ideologis dan politik n Pancasla pada perangkat
1m£.sdranzieiasnaakse1m bagi perundang-undangan (RUU HIP) *) Ketua umum
emaoktasi bangsa. yang kontroversial ini justru akan Partal Demokrat




